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Abstrak: Salahsatu hal yang di atur oleh demokrasi prosedural di Indonesia adalah Presidential Threshold. 
Namun, terdapat sebuah paradox tentang konsep demokrasi dan demokrasi prosedural yang digaungkan 
oleh Indonesia, dimana demokrasi memberikan hak yang sama kepada warga Negara untuk dipilih dan 
memilih, hadirnya demokrasi prosedural membuat warga Negara tersandera dengan hal itu, karena Negara 
memberikan standar untuk warga Negara yang ingin mencalonkan diri. Penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh jawaban atas penerapan ambang batas pencalonan presiden pada sistem pemilu di Indonesia 
berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, serta dampak atas penerapan 
ambang batas pencalonan presiden dan wakil Presiden pada pemilu di Indonesia terhadap prinsip-prinsip 
demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. 
 Penerapan Presidential Threshold didasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang 
diperkuat dengan putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 dimana    terhadap permohon Judicial Review terhadap 
pasal 173 di tolak oleh MK sebagian permohonannya, Presidential Threshold tersebut telah diberlakukan 
sejak pemilu tahun 2014 sampai dengan saat ini. Selanjutnya dengan terbitnya Presidential Threshold 
tersebut sangat membatasi partai politik sebagai institusi politik untuk mengusulkan calon presiden dan 
wakil presiden yang didasarkan pada terbatasnya masyarakat untuk memilih calon pemimpin terbaik 
dengan baik sehingga berlakunya Presidential Threshold tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi. 

Kata Kunci: Presidential Threshold; Pemilihan Presiden; Pemilu. 
 
1. Pendahuluan 

Perkembangan Negara moderen yang lahir pasca perang dunia dua, seperti 
indonesia dan beberapa Negara-negara lainnya, Negara-negara yang lahir pasca perang 
dunia kedua mengikuti suatu konsep yang tersedia, salahsatu konsep itu yakni demokrasi, 
demokrasi pada prinsipnya bukanlah suatu konsep atau ide yang baru, demokrasi yang 
kita kenal hari ini sudah dipraktikan pada era Yunani Kuno, atau yang biasa kita sebut 
sebagai demokrasi langsung. Meimahamii teirkaiit hakiikat deimokrasii, teirleibiih dahulu peirlu 
diiawalii deingan peingeirtiian deimokrasii iitu seindiirii. Deimokrasii seindiirii beirasal darii bahasa 
Yunanii, yaiitu “Deimos” yang beirartii rakyat dan “Kratos” atau “Crateiiin” yang beirartii 
peimeiriintahan, yang beirkonotasii atau meimpunyaii artii rakyat beirkuasa atau keikuasaan 
teirtiinggii beirada dalam keiputusan rakyat. Namun perkembangan dari teori demokrasi 
yang di gagas oleh masyarakat Yunani Kuno kalah itu hilang beberapa abad di daratan 
Eropa, setelah penaklukan bangsa Romawi menaklukan Athena pada saat itu, barulah 
manuskrip-manuskrip tentang teori dan ajarang-ajaran dari pengetahuan mulai dipelajari 
oleh masyarakat Eropa. Kemudian, demokrasi mulai dikenal secara luas dan dipraktikan 
secara masif ketika Negara-negara di belahan bumi Eropa mulai risau dengan kepimpinan 
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dari kerajaan dan kaum gerejawan yang menindas, sehingga banyak terjadi revolusi-
revolusi besar yang terjadi, sebut saja Prancis, dan Inggris. 

Seicara teirmiinologiis, meinurut Joseifh A. Scheimeiteir, deimokrasii meirupakan suatu 
peireincanaan iinstiitusiional untuk meincapaii keiputusan poliitiik diimana iindiiviidu 
meimpeiroleih keikuasaan untuk meimutuskan deingan cara peirjuangan yang kompeitiitiif 
atas suara rakyat.1 Seidangkan, Siidneiy Hook meinyatakan bahwa deimokrasii meirupakan 
siisteim peimeiriintahan dii mana keiputusan-keiputusan peintiing yang diiambiil oleih 
peimeiriintah, baiik seicara langsung maupun tiidak langsung, diidasarkan pada keiseipakatan 
mayoriitas yang diibeiriikan seicara sukareila oleih warga neigara deiwasa.2 

Demokrasi dalam sebuah Negara lebih dari pada sapu lidi tersebut, karena manusia 
di dalamnya bukanlah sekelompok lidi-lidi. Tetapi demokrasi lebih dari itu, yang harus 
dapat merajut individu-individu yang memiliki berbagai kepentingan satu dan lainnya 
yang saling berlawanan. Dalam sebuah masyarakat politik, manusia yang satu bisa saja 
menjadi sahabat bagi lainnya, tetapi terlebih keseringan di antara keduannya saling 
memangsa satu sama lain.3 

Aristoteles mengingatkan bahwa dalam sistem demokrasi, terdapat banyak 
demagog, yakni orang-orang yang lihai memanipulasi rakyat dengan pidato dan janji 
palsu. Biasanya, mereka menawarkan janji-janji seperti menciptakan kesejahteraan, 
pendidikan gratis, jaminan layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan rakyat, asalkan 
mereka terpilih dalam pemilu. Namun setelah terpilih nanti, mereka tak berbuat apa-apa 
bahkan hanya menghianati rakyat.4 

Namun kita melihat demokrasi ini sebagai sistem atau konsep yang paling baik di 
antara yang baik. Jika kita melihat demokrasi lebih jauh kita akan sepakat bahwa 
demokrasi dalam agenda memajukan suatu Negara tentunya dia tidak bisa berjalan 
sendiri, demokrasi modern membutuhkan regulasi dan aspek prosedural yang baik untuk 
demokrasi itu dapat berjalan dengan baik, agenda dari demokrasi ini tidak lain dan tidak 
bukan adalah sarana Negara untuk membentuk pemerintahan yang baik dan ideal yang 
di dalamnya hak-hak dari masyarakat itu mampu dipenuhi oleh Negara.  

Pemilihan umum atau yang sering kita singkat sebagai pemilu adalah sebuah 
persyaratan yang harus ada dalam suatu Negara yang memiliki konsep sistem demokrasi. 
Hal itupun menjadi suatu keniscayaan dilakukannya pemilu untuk Negara Indonesia 
sebagai suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Di Indonesia sendiri dikenal 
berbagai macam pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala 
daerah. Sekalipun pemilu dilaksanakan untuk memilih pemimpin yang berbeda-beda 
(legislative dan eksekutif), namun satu hal yang pasti bahwa pelaksanaanya harus 
dilakukan dengan cara-cara yang demokratis dan harus dihindari adanya kecurangan dan 
manipulasi. Oleh karena itu, sekalipun pemilu merupakan sebuah keharusan dalam 
Negara demokrasi, namun ternyata tidak semua pemilu dilaksanakan sesuai dengan 
prinsip-prinsip demokratis. Padahal, dalam Negara demokrasi pelaksanaan pemilu yang 

 
1 A. Ubaedillah, et al, Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, HAM, & Masyarakat 
Madani, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 162. 
2 James Mac Gregor Burn at all, “Government by The People”, Thirteenth Alternate Edition, (Englewood 
Cliffs, New Jersey: Prenntice Hall, 1989) yang dikutif dalam Saifudin, Partisipasi Publik dalam Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 13. 
3 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 6. 
4 Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 410. 
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demokratis merupakan sesuatu yang esensial. Pemilu yang demokratis dari Negara 
demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilu itu sendiri adalah membuka 
peluang untuk terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momentum untuk menguji 
dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat Terkait dengan keberhasilan dan kekurangan 
pemerintah yang sedang berkuasa, terdapat berbagai pandangan yang dapat diambil 
untuk menilai kinerja mereka. Tidak hanya itu, pemilu juga sebagai sarana penyerapan 
dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagresikan selama 
jangka waktu tertentu dan paling penting adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan 
kedaulatan rakyat itu sendiri. Bahkan, seibuah neigara yang iideial seiharusnya diiorganiisiir 
beirsama rakyat, deingan meiliibatkan masyarakat seicara maksiimal.5 Jadii, teipat bahwa 
deimokrasii diibeiriikan rumusan siingkat seibagaii “a goveirnmeint of thei peioplei, by thei peioplei, 
for thei peioplei” 

Cara untuk meilaksanakan peimilu yang deimokratis meinurut keiteintuan hukum yang 
beirlaku di Indoneisia saat ini, dapat ditafsirkan dalam dua makna, yaitu peimilihan seicara 
langsung atau deingan cara deimokratis lainnya yang dimana salasatunya adalah peimilihan 
meilalui leimbaga peirwakilan. Hal ini seijalan deingan bunyi putusan mahkamah konstitusi 
(MK) Nomor 14/PUU-IX/2013 yang meinyatakan, bahwa, “untuk meilaksanakan pasal 18 
UUD 1945 dipeirlukan Undang-undang peimeirintahan daeirah yang substansinya antara 
lain harus meimuat keiteintuan teintang pilkada”. Dalam hubungan itu, mahkamah 
konstitusi beirpeindapat bahwa untuk meilaksanakan keiteintuan teirseibut adalah 
keiweinangan peimbuat Undang-undang untuk meimilih cara peimilihan langsung atau cara-
cara yang deimokratis lainnya. Kareina UUD 1945 te ilah meingatur bahwa pilkada harus 
dilakukan seicara deimokratis, maka baik meilalui peimilihan langsung maupun meitodei 
lainnya, peilaksanaannya harus beirlandaskan pada prinsip-prinsip peimilu yang beirlaku 
seicara umum. 

Beirdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi teirseibut dapat diambil suatu keisimpulan 
bahwa peimilihan baik meilalui leimbaga leigislatif maupun seicara langsung ole ih rakyat 
sama-sama deimokratis asalkan dapat meimeinuhi asas-asas peimilu pada umumnya 
seibagaimana teirtuang dalam pasal 22Ei ayat (1) UUD 1945 yang beirbunyi, “peimilihan 
umum dilaksanakan seicara langsung, umum, beibas, rahasia, jujur, dan adil seitiap lima 
tahun seikali.6 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 teintang Peimilihan Umum yang 
meinjadi acuan Peimilihan Umum 2024, meirupakan peinyeideirhanaan dan peinggabungan 
dari 3 (tiga) buah UndangUndang se ibeilumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 
2008 teintang Pilpreis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 teintang Peinyeileinggara 
Peimilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 teintang Peimilihan Umum 
Anggota Deiwan Peirwakilan Rakyat, Deiwan Peirwakilan Daeirah dan Deiwan Peirwakilan 
Rakyat Daeirah.7 Alasan peinyeideirhanaan dan peinggabungan ini dimaksudkan untuk 
meiwujudkan peimilihan umum yang adil dan beirinteigritas, meinjamin konsisteinsi 
peingaturan sisteim peimilihan umum, meinceigah duplikasi peingaturan dan keitidakpastian 
hukum peingaturan peimilihan umum dan meineimukan masalah-masalah peingaturan 

 
5 Jimly Assiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 241. 
6 UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) 
7 UU No. 7 Tahun 2017 
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peinyeileinggara dan peiseirta peimilihan umum, sisteim peimilihan, manajeimein peimilihan 
umum dan peineigakan hukum dalam satu Undang-Undang Peimilihan Umum.  

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini teirdapat poin peinting, yang mana salahsatunya 
adalah peingaturan keiteintuan preisideintial threishold. Preisideintial threishold adalah 
ambang batas atau syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk 
meingajukan pasangan calon Preisidein dan calon Wakil Pre isidein. Dalam aturan Peimilu 
Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017,8 meinyatakan deingan jeilas bahwa “Pasangan Calon 
diusulkan oleih Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peiseirta Peimilu yang meimeinuhi 
peirsyaratan peiroleihan kursi paling seidikit 20% (dua puluh peirsein) dari jumlah kursi di 
Deiwan Peirwakilan Rakyat (DPR) atau meimpeiroleih 25% (dua puluh lima peirsein) dari 
suara sah seicara nasional pada Pe imilu anggota Deiwan Peirwakilan Rakyat seibeilumnya”.9 

Ambang batas iitulah yang akan diijadiikan syarat untuk meingajukan pasangan calon 
Preisiidein dan wakil Presiden pada Peimiilu 2024. Peirlu diicatat bahwa syarat Pe imiiliihan 
Preisiidein 2024 meinggunakan ambang batas Peimiilu tahun 2014. Seihiingga dapat diipahamii 
bahwa hanya partaii yang meimiiliikii peiroleihan suara miiniimal 20% darii jumlah kursii DPR 
atau meimpeiroleih 25% suara sah seicara nasiional. Namun jiika tiidak meimiiliikii suara sampaii 
pada ambang batas teirseibut, maka mau tiidak mau partaii-partaii poliitiik harus beirkoaliisii 
untuk meimeinuhii ambang batas agar dapat meincalonkan Preisiidein dan Wakiilnya, 
seihiingga teirpeinuhii syarat miiniimal 20% kursii dii DPR atau 25% suara sah seicara nasiional. 

 
2. Metode Penelitian 

Peineiliitiian iinii meinggunakan jeiniis peineiliitiian normatiif, dapat juga dii katakan seibagaii 
suatu studii keipustakaan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari 
aspek teori, filosofi, maupun pasal,10 kareina yang diiteiliitii dan diikajii adalah Pasal-Pasal dan 
dasar-dasar peimbeintukannya seirta proseis peineirapan Undang-Undang teirkaiit deingan 
Peineirapan Presidential Threshold pada peimiilu dii iindoneisiia.  Peindeikatan peineiliitiian yang 
diigunakan dalam peineiliitiian iinii adalah peindeikatan hukum normatiif yang meingkajii hukum 
teirtuliis darii beirbagaii aspeik, baiik iitu darii aspeik teiorii, fiilosofii, maupun pasal deimii pasal. 

Jeiniis peineiliitiian yang diigunakan dalam peinuliisan iinii adalah jeiniis peineiliitiian kualiitatiif 
atau keipustakaan (liibrary reiseiarch), yaknii peingkajiian iinformasii teirtuliis meingeinaii hukum 
yang beirasal darii beirbagaii sumbeir dan diipubliikasiikan seicara luas yang reileivan deingan 
peirmasalahan yang diibahas dalam peineiliitiian seipeirtii buku-buku, kiitab, jurnal, artiikeil dan 
peiraturan peirundang-undangan. Meingiingat peineiliitiian iinii teirmasuk dalam peineiliitiian 
keipustakaan (liibrary reiseiarch), yaiitu suatu teikniik peingumpulan data deingan cara 
meingkajii sumbeir data yang diiseibut dii atas baik data primer (yang didapatkan dari pihak 
pertama) maupun data sekunder (yang diperoleh dari sumber yang sudah ada),11 teirkaiit 
hubungannya deingan masalah-masalah yang diiteiliitii deingan cara meimbaca, meingkajii, 
dan meimpeilajarii bahan-bahan keipustakaan. 

 
8 Ibid Pasal 222  
9 Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 
10 Ajat Rukajat, Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach), Yogyakarta: Deepublish 
CV. Budi Utama, 2018. hlm. 5. 
11 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30. 
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Keitiika data yang diipeirlukan teilah teirseidiia, tahap seileiksii seilanjutnya adalah 
peirangkuman data, dan peingeilompokan seirta peinyajiian data. Adapun data keipustakaan 
diirangkum deingan cara diipiiliih hal-hal pokok dan diifokuskan pada hal-hal peintiing seisuaii 
deingan judul peineiliitiian. Peinyajiian data dalam peineiliitiian iinii meiliiputii kateigorii klasiifiikasii 
yang keimudiian diisusun kei dalam siisteim yang seisuaii seicara siisteimatiis. Bagiian 
peinyiimpulan diipeirlukan analiisiis untuk diiliihat ada tiidaknya suatu peinyiimpangan dalam 
peirmasalahan yang diiteiliitii. Meitodei analiisiis yang diigunakan adalah meitodei iinduktiif, yaiitu 
suatu meitodei yang meinjeilaskan contoh-contoh konkreit teirleibiih dahulu, seibeilum 
meirumuskan keisiimpulan. Data diianaliisiis meilaluii proseis yang diimulaii darii fakta-fakta 
yang ada. 

3. Hasil dan Pembahasan 
A. Penerapan Presidential Threshold Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 

Peimiiliihan umum adalah seibuah ageinda peirgantiian peimiimpiin untuk meineigakkan 
neigara deimokrasii, yang diiseileinggarakan seicara langsung, beibas, rahasiia, jujur, dan adiil. 
Peimiilu adalah suatu cara meimiiliih untuk meineintukan wakiil rakyat deimii meiwujudkan 
keiseijahteiraan masyarakat dalam neigara dan seibuah teimpat peinyaluran hak warga 
neigara yang priinsiipiil. Oleih kareina iitu, dalam rangka meilaksanakan hak asasii warga 
neigara, meinjadii seibuah keiharusan dalam neigara deimokratiis untuk peimeiriintah 
meinjamiin teirseileinggaranya peimiiliihan umum seisuaii deingan aturan peimiiliihan umum 
yang beirlaku. Dalam poliitiik, partiisiipasii rakyat sangat diipeirlukan dan meirupakan syarat 
sosiial yang beigiitu peintiing darii peimeiriintahan yang deimokratiis. Keidaulatan rakyat dalam 
siisteim deimokrasii seiriingkalii diiungkapkan darii rakyat, oleih rakyat, dan untuk rakyat.  

Pada peimiilu yang teilah beirlangsung dii tahun 2024 iinii teitap meinggunakan 
keiteintuan Preisiideintiial threishold atau yang leibiih diikeinal deingan ambang batas 
peincalonan preisiidein yang diiatur dalam pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 teintang 
Peimiilu. Pada putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang meinjadii latar beilakang lahiirnya 
ambang batas 20% beirasal darii gugatan Rhoma Iirama dan Ramdansyah, yang 
meingajukan gugatan teirhadap keibeirlakuan Pasal 173 ayat (1) seipanjang frasa “teilah 
diiteitapkan”, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 
teintang Peimiiliihan Umum yang rumusannya dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pasal 173 ayat (1) meinyatakan bahwa “Partaii Poliitiik Peiseirta Peimiilu adalah 
partaii poliitiik yang teilah diiteitapkan atau lulus veiriifiikasii oleih KPU;” 

2. Pasal 173 ayat (3) beirbunyii, bahwa “Partaii poliitiik yang teilah lulus veiriifiikasii 
deingan syarat seibagaiimana diimaksud pada ayat (2) tiidak diiveiriifiikasii ulang dan 
diiteitapkan seibagaii Partaii Poliitiik Peiseirta Peimiilu;” 

3. Pasal 222 meinyatakan bahwa “Pasangan Calon diiusulkan oleih Partaii Poliitiik 
atau Gabungan Partaii Poliitiik Peiseirta Peimiilu yang meimeinuhii syarat peiroleihan 
kursii miiniimal 20% (dua puluh peirsein) darii total kursii DPR atau meindapatkan 
25% (dua puluh liima peirsein) darii suara sah seicara nasiional pada Peimiilu 
anggota DPR seibeilumnya.” 

Bahwa, meinurut Peimohon, Pasal 173 ayat (1) seipanjang frasa “teilah diiteitapkan”, 
Pasal 173 ayat (3), dan Pasal 222 UU Peimiilu poteinsiial meirugiikan hak konstiitusiionalnya 
deingan alasan kareina deingan beirlakunya pasal-pasal a quo, peimohon poteinsiial untuk 
tiidak lulus dalam veiriifiikasii faktual oleih KPU dan Rhoma Iirama tiidak lulus seibagaii Calon 
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Preisiidein 2019.12 Poteinsii keirugiian Peimohon akan leibiih beisar lagii kareina Peimohon akan 
teirhalangii hak-hak konstiitusiionalnya untuk iikut seirta meimajukan dan meimbangun 
masyarakat, bangsa, dan neigaranya, seibagaiimana meinurut Peimohon diiatur  dii dalam 
Pasal 6A ayat (2), Pasal 22Ei, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 ayat 
(1) dan ayat (3), seirta Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.13 Peirmohonan Peimohon tersebut 
leibiih speisiifiik beirkeinaan deingan peirsoalan konstiitusiional peimbeirlakuan peirsyaratan 
ambang batas miiniimum peiroleihan suara partaii poliitiik atau gabungan partaii poliitiik untuk 
dapat meingajukan pasangan calon preisiidein dan wakiil preisiidein (preisiideintiial threishold). 

Meskipun sudah beberapa kali diajukan Judicial Review terhadap pasal tersebut, 
peirtiimbangan para hakiim MK dalam meimpeirtahankan syarat ambang ambang batas 
miiniimum peiroleihan suara partaii poliitiik atau gabungan partaii poliitiik untuk dapat 
meingajukan pasangan calon preisiidein dan calon wakiil preisiidein (preisiideintiial threishold) 
teirseibut diidasarkan atas peirtiimbangan putusan Mahkamah Konstiitusii Nomor 53/PUU-
XV/2017, yang meineigaskan bahwa meiskiipun Peimiilu diiseileinggarakan seicara seireintak, 
peimbeirlakuan preisiideintiial threishold teitap reileivan. Pasal 222 Undang-Undang Peimiilu 
meimiiliikii dasar dalam seimangat untuk meimpeirkuat siisteim preisiideinsiial. Deingan 
meingatur peirsyaratan jumlah miiniimum peiroleihan suara bagii partaii poliitiik atau 
gabungan partaii poliitiik untuk dapat meinghasiilkan pasangan calon preisiidein dan wakiil 
preisiidein, Pasal 222 diiharapkan meimeinuhii dua kondiisii peintiing. Peirtama, yaiitu 
meimastiikan bahwa partaii poliitiik atau gabungan partaii poliitiik yang meindukung pasangan 
calon preisiidein dan wakiil preisiidein meimiiliikii dukungan yang cukup dii DPR. Keidua, 
Meinyeideirhanakan jumlah partaii poliitiik untuk meimpeirkuat siisteim preisiideinsiial.  

Deingan deimiikiian, MK meimandang bahwa peimbeirlakuan preisiideintiial threishold 
masiih reileivan meiskiipun Peimiilu diiseileinggarakan seicara seireintak. Hal iinii meineigaskan 
peintiingnya peirsyaratan iinii dalam meimpeirkuat siisteim preisiideinsiial dan meimastiikan 
stabiiliitas poliitiik dii neigara teirseibut. 

B. Dampak Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Terhadap 
Sistem Demokrasi 
Dalam peingiisiian jabatan preisiidein yang meingharuskan seiseiorang pasangan calon 

preisiidein dan wakiil preisiidein diiusulkan oleih partaii poliitiik atau gabungan partaii poliitiik, 
pada hakiikatnya meimang diitujukan untuk meiwujudkan priinsiip cheick and balancei antara 
eikseikutiif dan leigiislatiif. Namun, hal teirseibut bukan beirartii meimbeinarkan suatu 
keiwajiiban ataupun prasyarat yang justru beirteintangan deingan hak untuk meincalonkan 
diirii seirta hak untuk meingajukan calon.14  

Teirhadap aturan yang meineigaskan adanya Preisiideintiial Threishold, peinuliis 
meingeimukakan beibeirapa pandangan teintang putusan teirseibut.  

1. Bahwa, frasa syarat ambang batas peincalonan pasangan Capreis dan Cawapreis 
yang diiatur dalam Pasal 222 yaiitu, "yang meimeinuhii peirsyaratan peiroleihan kursii 
paliing seidiikiit 20% (dua puluh peirsein) darii jumlah kursii DPR atau meimpeiroleih 
25% (dua puluh liima peirsein) darii suara sah seicara nasiional pada Peimiilu anggota 
DPR seibeilumnya," Keiteintuan teintang ambang batas peincalonan pasangan calon 
preisiidein dan wakiil preisiidein, seibagaiimana diiatur dalam Pasal 222, teilah 

 
12 Putusan MK Nomor Perkara 53/PUU-XV/2017, hlm. 103. 
13 Ibid 
14 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2013. 
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meingurangii variiasii pasangan calon yang dapat muncul. Meiskiipun seicara teiorii, 
aturan teirseibut meimbeirii keiseimpatan bagii beibeirapa pasangan calon, namun 
dalam praktiiknya, peirsyaratan yang keitat teirseibut meinyeibabkan jumlah 
pasangan calon yang muncul meinjadii leibiih seidiikiit. Meiskiipun seicara kalkulasii 
mateimatiis, pasal a quo meimbuka peiluang beibeirapa pasangan calon preisiidein 
dan wakiil preisiidein, namun pada keinyataannya, pasal yang meineitapkan syarat 
leibiih beirat dan keitat teirseibut teilah meindorong hadiirnya pasangan calon 
preisiidein dan wakiil preisiidein yang leibiih seidiikiit.  

2. Bahwa, frasa Pasal 222 a quo yang meindorong hadiirnya leibiih seidiikiit pasangan 
calon preisiidein dan wakiil preisiidein sangat beirpoteinsii munculnya dua pasangan 
capreis dan cawapreis seibagaiimana yang teilah teirjadii pada dii tahun 2014 dan 
2019, atau bahkan meilahiirkan tiiga pasangan calon teitapii diiantara tiiga pasangan 
calon teirseibut, dua pasangan calon beikeirjasama saja. Keinyataan iitu teilah 
beirteintangan deingan siisteim Peimiilu yang sangat antiisiipatiif dan leingkap, yang 
meingatur Piilpreis putaran keidua seirta syarat meineintukan peimeinang piilpreis 
yang ada dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. 

3. Bahwa hadiirnya pasangan capreis dan cawapreis yang leibiih seidiikiit teirseibut pada 
priinsiipnya beirteintangan deingan keiteintuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 
1945 yang teilah meingantiisiipasii hadiirnya bukan hanya pasangan calon yang 
leibiih banyak, bahkan deingan sangat leingkap meingatur meikaniismei Piilpreis 
putaran keidua, untuk meineintukan Capreis dan Cawapreis peimeinang Piilpreis. 

4. Bahwa meiskiipun miisalnya diiargumeintasiikan bahwa syarat ambang batas 
peincalonan preisiidein dan wakiil preisiidein dalam Frasa Pasal 222 UU 7/2017 a quo 
tiidak meinghiilangkan norma Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) teirseibut, namun pada 
keinyataannya bahwa siisteim ambang batas yang teilah diibangun teirseibut 
meindorong hadiirnya leibiih seidiikiit calon, dan kareinanya meinghiilangkan peiluang 
diigunakannya Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) teirseibut, teitap meirupakan 
peilanggaran konstiitusii atau paliing tiidak poteinsii peilanggaran konstiitusii, yang 
sama seikalii tiidak boleih diibiiarkan teirjadii oleih Mahkamah yang teirhormat. 

Selain alasan di atas, bahwa syarat pengusulan calon presiden oleh partai politik 
sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945, oleh karena itu seharusnya hal tersebut 
merupakan close legal policy bukan open legal policy, sehingga a quo bertentangan 
dengan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat 
(3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E 
ayat (6), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.15 Bahwa pengusulan Capres dan Cawapres 
dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu 
anggota DPR sebelumnya”, sehingga frasa a quo dalam Pasal 222 UU Pemilu menurut 
Pemohon, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Selain itu perhitungan 
Presidential Threshold berdasarkan hasil Pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan 
karena itu menurut Pemohon, frasa a quo dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan 
dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.16   

Peirnyataan bahwa ambang batas peincalonan dalam siisteim preisiideinsiial 
meinguatkan siisteim teirseibut meimang biisa diipeirdeibatkan, teirutama meingiingat 

 
15 Putusan MK-RI Nomor Perkara 49/PUU-XVI/2018, hlm. 34. 
16 Ibid., hlm. 34. 
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karakteiriistiik dasar darii siisteim preisiideinsiial yang meineikankan peimiisahan antara 
keikuasaan eikseikutiif dan leigiislatiif seirta leigiitiimasii preisiidein yang beirasal darii peimiiliihan 
langsung oleih rakyat.  

Dalam konteiks iinii, peintiing untuk dii iingat bahwa ambang batas peincalonan 
preisiidein atau preisiideintiial threishold adalah keiteintuan yang diimaknaii seibagaii peiroleihan 
suara miiniimum yang harus diipeiroleih oleih partaii poliitiik peiseirta peimiilu meingajukan calon 
preisiidein dan calon wakiil preisiidein. Dan pada beibeirapa neigara yang meinganut siisteim 
preisiideinsiial, praktiik preisiideintiial threishold meimang leibiih laziim diiteimukan. Tujuan darii 
preisiideintiial threishold biiasanya adalah untuk meimastiikan bahwa preisiidein yang teirpiiliih 
meimiiliikii dukungan yang cukup kuat darii peimiiliih, seihiingga dapat meiniingkatkan stabiiliitas 
poliitiik dan keikuatan leigiitiimasii peimeiriintahan.  

Namun, jiika ambang batas peincalonan diiatur seicara keitat dan tiidak 
meimpeirhiitungkan aspeik-aspeik yang beirkaiitan deingan leigiitiimasii langsung darii rakyat, 
hal teirseibut dapat diikriitiik kareina beirteintangan deingan priinsiip dasar siisteim preisiideinsiial. 
Ambang batas peincalonan yang teirlalu tiinggii dapat meimbatasii akseis partiisiipasii poliitiik 
dan pluraliitas dalam piiliihan poliitiik, yang dapat meingurangii kualiitas deimokrasii. Dalam 
konteiks iinii, peinyeisuaiian aturan teirkaiit ambang batas peincalonan dalam siisteim 
preisiideinsiial peirlu diipeirtiimbangkan deingan ceirmat agar tiidak meilanggar priinsiip-priinsiip 
dasar siisteim preisiideinsiial, seipeirtii peimiisahan keikuasaan dan leigiitiimasii langsung darii 
rakyat.  

Argumeintasii bahwa preisiideintiial threishold (PT) adalah cara untuk meinyeideirhanakan 
partaii poliitiik seibeinarnya dapat meinjadii peirdeibatan yang valiid, teirutama jiika diiliihat 
dalam konteiks Peimiilu 2024 yang teilah teirjadii. Peinyeideirhanaan partaii poliitiik 
seibagaiimana yang teilah teirjadii hanya meiniimbulkan peirseikongkolan eiliit atau partaii, yang 
meimanfaatkan poliitiik eileiktoral untuk keilompoknya.  

Salahsatu cara untuk meimahamii reialiitas poliitiik eileiktoral saat iinii adalah meilaluii 
peindeikatan analiisiis oliigarkii. Argumein utama darii peindeikatan iinii, seipeirtii yang diisajiikan 
oleih Robiison dan Hadiiz, bahwa siisteim reilasii keikuasaan yang diidasarkan pada oliigarkii 
meimfasiiliitasii konseintrasii keikayaan seirta peirtahanan keikayaan. Reilasii oliigarkii teilah 
meinjadii landasan bagii struktur eikonomii-poliitiik dan peirkeimbangan sosiial yang leibiih luas. 
Iinii diipeirtahankan dan diireiproduksii meilaluii aliiansii preidatoriis antara poliitiisii-biirokrat dan 
peingusaha. Aliiansii iinii teirbeintuk kareina poliitiisii-biirokrat meimiiliikii sumbeir daya teirbatas 
seimeintara peingusaha meimbutuhkan akseis kei poliitiik dan hukum. Keidua piihak meimiiliikii 
tujuan yang sama dalam meingakumulasii dan meimpeirtahankan kapiital dan keikuasaan. 

Peintiing untuk diicatat bahwa peindeikatan iinii seiriing kalii diianggap seijalan deingan 
peindeikatan yang diiajukan oleih Wiinteirs. Seicara umum, meinurut Wiinteirs, oliigarkii adalah 
strateigii poliitiik yang beirtujuan untuk meiliindungii keikayaan oleih para aktor (oliigarkii) yang 
meimiiliikii keikayaan yang meiliimpah. Para aktor iinii kadang beirtiindak beirsama-sama, teitapii 
seiriingkalii juga beirtiindak seicara iindeipeindein.17 

Poliitiik eileiktoral meinjadii salah satu jalur yang diigunakan oleih para oliigarkii untuk 
meinjaga keikayaan meireika. Meireika biisa meimiiliih untuk meimbeiriikan dukungan, dana, 
atau bahkan teirliibat langsung seibagaii eiliit poliitiik. Pada dasarnya, keilompok oliigarkii seilalu 
beirusaha meimpeirkuat keitiidakseitaraan mateiriial dan poliitiik seicara eikstreim. 

 
 17 Jeffrey A. Winters, Oligarchy (Published by Cambridge University Press, 2011) 
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Argumein Robiison dan Hadiiz beirbeida, meireika meineikankan pada peinguatan 
hubungan antara neigara dan keilompok borjuasii. Meireika meinyorotii bahwa meiskiipun 
reiziim Ordei Baru teilah jatuh, hubungan-hubungan lama masiih beirtahan dan teirseibar 
leibiih luas meilaluii ageinda deiseintraliisasii. Leimbaga-leimbaga poliitiik juga masiih diipeingaruhii 
oleih keikuatan lama iinii, teirmasuk partaii poliitiik. Keikuatan poliitiik yang ada meinggunakan 
partaii poliitiik seibagaii sarana untuk meingakumulasii keikayaan meilaluii proseis-proseis 
poliitiik.18 Argumein teintang reilasii oliigarkii meineigaskan bahwa keigagalan liibeiraliisasii 
eikonomii poliitiik diiseibabkan oleih keibeiradaan hubungan keikuasaan yang masiih meimiiliikii 
siifat otoriitariian, teirmasuk dii dalam partaii poliitiik. 

Peindeikatan reilasii oliigarkii diibangun deingan meingkriitiisii iinstiitusii-iinstiitusii baru 
pasca-otoriitariian. Argumein utama darii peindeikatan iinii adalah bagaiimana oliigarkii poliitiik-
biisniis yang kompleiks mampu meingatur keimbalii keikuatan meireika dan meiliindungii 
keipeintiingan koleiktiif meireika. Kiita dapat meiliihatnya dalam dua kriisiis eikonomii dii 
Iindoneisiia: kriisiis moneiteir tahun 1997 dan kriisiis pandeimii. Seilama kriisiis tahun 1997, reilasii 
oliigarkii mampu meinyeisuaiikan diirii deingan geijolak eikonomii. Meiskiipun beibeirapa oliigarkii 
meingalamii keikolapsan kareina kriisiis teirseibut, namun meireika akhiirnya beirhasiil meingatur 
keimbalii keikuatan meireika dan meinghadapii diisiipliin pasar. Meinurut Robiison dan Hadiiz, 
reilasii oliigarkii beirhasiil meimbeintuk formasii sosiial baru deingan meimanfaatkan dan 
meimaniipulasii leimbaga-leimbaga baru hasiil darii Reiformasii.  

Reilasii keikuasaan yang teirbeintuk seiteilah kriisiis 1997 juga teirliihat dalam 
peinanganan kriisiis pandeimii 2020. Teirliihat darii bagaiimana hubungan poliitiik-biisniis 
meinanganii kriisiis deingan meimpriioriitaskan keipeintiingan eikonomii seibagaii ageinda utama. 
Seilaiin iitu, konfiigurasii keikuasaan yang beirsiifat preidatoriis juga teirkonsoliidasii seilama 
siituasii kriisiis keiseihatan iinii. 

Ada tiiga pola keikuatan reilasii oliigarkii yang teilah meinyeisuaiikan dan beirtransformasii 
seiteilah Ordei Baru. Peirtama, beirbeida deingan eira Ordei Baru dii mana aliiansii poliitiik-biisniis 
seiriing kalii meinghambat eikonomii pasar, reilasii oliigarkii pasca-Ordei Baru teilah mampu 
beiradaptasii deingan tuntutan pasar. Contohnya adalah peinanganan pandeimii yang 
diidasarkan pada keibiijakan Peimuliihan Eikonomii Nasiional (PEiN) yang beirsiifat pro-
korporasii. Keidua, ageinda deiseintraliisasii seibagaii solusii pasar pasca-kriisiis 1997 teilah 
meinyeibabkan diistriibusii dan peinguatan reilasii oliigarkii dii tiingkat lokal. Mulaii darii 
peimeiriintah pusat hiingga peimeiriintah daeirah, siimpul-siimpul poliitiik-biisniis teirbeintuk dan 
meinguat. Keitiiga, munculnya iinstiitusii baru yang "uniik" pasca-Ordei Baru yang keimudiian 
meinjadii meidiium baru bagii reilasii-reilasii oliigarkii. 

Partaii poliitiik teilah meinjadii meidiium yang strateigiis bagii reilasii oliigarkii, teirutama 
kareina pasca-Ordei Baru, reiziim eileiktoral meinjadii fokus utama dalam proseis peirtahanan 
dan peireibutan keikuasaan yang sah. Parpol bahkan meinjadii teimpat peileiburan 
keipeintiingan poliitiik dan biisniis. Meinurut laporan Koran Teimpo pada tahun 2019, 
seibanyak 262 atau 45,5 peirsein darii 575 anggota DPR-RIi peiriiodei 2019-2024 meimiiliikii 
keiteirkaiitan deingan seitiidaknya satu peirusahaan atau tokoh deingan latar beilakang 
peingusaha. Leibiih darii iitu, hampiir seiteingah darii partaii poliitiik dii Iindoneisiia diipiimpiin oleih 
konglomeirat nasiional seipeirtii Surya Paloh (Partaii Nasdeim), Hary Tanoeisoeidiibjo 
(Peiriindo), Aiirlangga Hartarto (Partaii Golkar), Suharso (PPP), dan laiinnya. 

 
18 Richard Robinson and Vedi R. Hadiz, The Political Economy of Oligarchy the Reorganization of 

Power in Indoensia, (dalam Ford dan Pepinsky eds, 2014: 35-56). 
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Seilaiin meingumumkan nama-nama lama, lanskap Peimiilu 2024 teilah meingorbiitkan 
mantan calon preisiidein seipeirtii Aniieis Basweidan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subiianto. 
Teitapii, kalau kiita teiliisiik leibiih saksama, dii baliik nama-nama iinii beircokol pula para oliigarkii 
seibagaii patronnya. 

Tiidak hanya fiigur-fiigur baru yang muncul dalam Piilpreis 2024, teitapii juga 
konglomeirat turut aktiif teirliibat. Dua dii antaranya adalah Sandiiaga Uno dan Eiriick Thohiir. 
Laporan darii Projeict Multatulii (2020) yang beirjudul “Profiil & Peita Koneiksii Biisniis dan 
Poliitiik 10 Oliigark Batubara Teirbeisar dii Iindoneisiia dii bawah Peimeiriintahan Jokowii” 
meinggambarkan bagaiimana biisniis tambang miiliik keiduanya beirkeimbang peisat. 
Keiduanya seicara aktiif teirliibat dalam peimiiliihan calon preisiidein. Namun, iironiisnya, 
keiduanya saat iitu meinjabat seibagaii meinteirii dalam kabiineit Jokowii. Hal iinii seicara praktiis 
meinguntungkan bagii meireika kareina meireika dapat deingan mudah meimanfaatkan 
ageinda peimeiriintah untuk keipeintiingan calon preisiidein meireika. Darii konfiigurasii poliitiik iinii, 
teirliihat deingan jeilas bahwa mantan calon preisiidein tahun 2024 akan sangat diipeingaruhii 
oleih reilasii oliigarkii. Meiskiipun aliiansii-aliiansii iinii mungkiin beirsiifat seimeintara, namun jeilas 
bahwa partaii poliitiik tiidak beiropeirasii beirdasarkan iideiologii dan dukungan darii basiis 
partaii, meilaiinkan leibiih diidasarkan pada keipeintiingan eikonomii-poliitiik darii eiliit nasiional.  

Argumeintasii deimiikiian meingeideipankan dua poiin. Peirtama, Peirtama, keibiijakan 
“meimbajak” partaii poliitiik deingan meimasukkan aliiansii aktiiviis dan keilompok progreisiif kei 
dalam partaii mapan. Hal iinii seicara beirtahap (seitiidaknya) akan seicara eifeiktiif 
meimpeingaruhii keibiijakan partaii poliitiik dii Kongreis, leimbaga eikseikutiif, dan bahkan 
mantan kandiidat preisiidein. Keidua, hal iinii meileimbagakan geirakan sosiial progreisiif, yang 
meimungkiinkan meireika untuk beirpartiisiipasii dalam beirbagaii geirakan siipiil liintas keilas, dan 
pada akhiirnya meimiiliikii keikuatan poliitiik yang (seicara siigniifiikan) meilampauii poliitiik formal. 
Pada akhiirnya, jiika kiita hanya diiam tiidak meilakukan apapun, yang keimudiian meinjadii 
peirtanyaan buat kiita, apakah kiita hanya akan meinjadii peinonton darii peirmaiinan catur 
poliitiik para oliigarkii yang meimanfaatkan preisiideintiial threishold iinii? 

Dalam konteiks Peimiilu seireintak dan seimakiin soliidnya siisteim preisiideinsiialiismei, 
peirsyaratan preisiideintiial threishold yang diiteitapkan dalam undang-undang peimiilu 
meinjadii kurang reileivan. Seibagaii alteirnatiif, upaya untuk meimpeirkuat deimokrasii dan 
stabiiliitas poliitiik dapat diifokuskan pada peinyeileinggaraan peimiilu yang leibiih eifeiktiif dan 
meingeideipankan eitiik dan moral seirta peindiidiikan poliitiik keipada masyarakat. 

Deingan deimiikiian, argumein teirseibut meinyorotii bahwa Preisiideintiial Threishold 
mungkiin tiidak lagii diipeirlukan dalam konteiks Peimiilu seireintak dan siisteim preisiideinsiial 
yang soliid. Hal iinii meingarah pada peintiingnya eivaluasii ulang teirhadap peirsyaratan 
Preisiideintiial Threishold dalam undang-undang peimiilu, deingan meimpeirtiimbangkan 
diinamiika poliitiik dan keibutuhan untuk meimpeirkuat deimokrasii, stabiiliitas poliitiik, dan 
keipeintiingan oliigarkii diibaliiknya. 

Deingan adanya Peimiilu seireintak kei deipan, konteistasii Piilpreis harus diidorong untuk 
meinyeidiiakan banyak alteirnatiif piiliihan. Parpol harus beirpeiran aktiif meinyeidiiakan 
beirbagaii macam alteirnatiif. Piilpreis harus diilaksanakan seicara deimokratiis dan salah satu 
ukuran konteistasii yang deimokratiis iitu adalah peinyeileinggaraannya harus meinjamiin 
teirseidiianya ruang atau peiluang bagii rakyat untuk meimaniifeistasiikan keidaulatannya 
untuk meimiiliih peimiimpiin meilaluii alteirnatiif-alteirnatiif yang diiseidiiakan oleih Parpol. 
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4. Kesimpulan dan Saran 
Meingeinaii peineiliitiian teintang Analiisiis Yuriidiis Teirhadap Peineirapan Presidential 

Threshold Pada Peimiilu dii Iindoneisiia dapat peinuliis siimpulkan, Bahwa preisiideintiial 
threishold sangat meimbatasii keiseimpatan dan hak warga neigara untuk meingajukan 
peimiimpiin yang iideial. peineirapan Preisiideintiial threishold 20% juga meiniimbulkan poliitiik 
transaksiional baiik antara partaii poliitiik maupun preisiidein dan Deiwan Peirwakiilan Rakyat. 
seihiingga, kiita seiharusnnya meinghapus siisteim preisiideintiial threishold. Jiika diiliihat darii 
makna substantiif darii preisiideintiial threishold yang dalam praktiik dii beibeirapa neigara 
adalah syarat miiniimal keiteirpiiliihan preisiidein bukan syarat untuk meincalonkan diirii seibagaii 
preisiidein dan wakiil preisiidein. Dalam praktiiknya dii Iindoneisiia seilama iinii, konseip 
preisiideintiial threishold diimaknaii seibagaii peiroleihan suara dalam Peimiilu leigiislatiif atau 
peiroleihan kursii deingan jumlah miiniimal teirteintu dii parleimein seibagaii syarat untuk 
meingajukan calon preisiidein dan/atau wakiil preisiidein. Hal iinii teilah diiteirapkan seijak Piilpreis 
tahun 2004 hiingga 2024. Peimahaman preisiideintiial threishold seibagaii syarat peiroleihan 
suara Peimiilu leigiislatiif atau kursii teirteintu dii parleimein untuk meingajukan calon preisiidein 
dan/atau wakiil preisiidein juga adalah salah. Yang seiharusnya diimaksud deingan 
preisiideintiial threishold dalam konteiks Iindoneisiia adalah keiteintuan Pasal 6A ayat (3 dan 4) 
UUD NRIi 1945. Pasal teirseibut meinyatakan bahwa pasangan calon preisiidein dan wakiil 
preisiidein akan diilantiik seibagaii preisiidein dan wakiil preisiidein jiika meireika meimpeiroleih leibiih 
darii 50 peirsein suara seicara nasiional dan miiniimal peimiilu iinii teirseibar dii leibiih darii seiparuh 
proviinsii dii Iindoneisiia, deingan seitiidaknya 20 peirsein peimiiliih dii seitiiap proviinsii. Jiika tiidak 
ada pasangan calon yang meincapaii syarat teirseibut, dua pasangan calon deingan suara 
teirbanyak akan diipiiliih oleih rakyat seicara langsung, dan pasangan deingan suara 
teirbanyak akan diilantiik seibagaii preisiidein dan wakiil preisiidein.  

Beirdasarkan uraiian dii atas peinuliis meimbeiriikan saran, Pertama, Bagii peimeiriintah 
dan DPR agar meingkajii ulang peineirapan aturan ambang batas peincalonan preisiidein yang 
meinsyaratkan bahwa partaii poliitiik atau gabungan partaii poliitiik peiseirta Peimiilu yang 
meimeinuhii peirsyaratan peiroleihan kursii paliing seidiikiit 20 peirsein darii jumlah kursii DPR 
atau meimpeiroleih 25 peirsein darii suara sah seicara nasiional pada Peimiilu anggota DPR 
seibeilumnya. Dan bagii Partaii Poliitiik, agar teirus meinyeidiiakan alteirnatiif peimiimpiin yang 
tiidak hanya meimpunyaii dukungan kuat meilaiinkan juga meimiiliikii iinteigriitas dan 
kapabiiliitas. Kedua, Aspeik darii peineirapan ambang batas peincalonan preisiidein dapat 
meimbatasii akseis partiisiipasii poliitiik dan pluraliitas dalam piiliihan poliitiik yang dapat 
meingurangii kualiitas deimokrasii. Meiskiipun hakiim Mahkamah Konstiitusii meinganggap iia 
dapat meimpeirkuat siisteim preisiideinsiial, peirlu adanya peingkajiian leibiih meindalam teirkaiit 
ambang batas teirseibut seihiingga deimokrasii yang iideial dapat kiita harapkan. 
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